ABSTRAK

MUHAMMAD ALI UMAR, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak
Pidana Penelantaran Anak Di Kepolisian Resort Kabupaten

Halmahera Selatan ”dibimbing oleh Hi Ahmad Mufti dan Faisal, penelitian ini
bertujuhan (1) Untuk mengetahui bagaimana penegakan Hukum Terhadap Tindak
Pidana Penelantaran Anak Di Kepolisian Resor Kabupaten Halmahera Selatan. (2)
Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi Penegakan Hukum
Terhadap Tindak Pidana Di Kepolisian Resor Kabupten Halmahera Selatan. Tipe
penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian empiris penelitian ini dilakukan
di Kepolisian Resor Kabuapen Halmahera Selatan dan Desa Tomori.

Dari hasil penelitian ini, penegakan hukum memperkuat peraturan
dibidang perlindungan anak, pemberian sanksi yang tinggi agar memberi efek jera
kepada si pelaku, penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor
Kabupaten Halmahera Selatan khusunya Reskrim PPA Yang menegani Perkara
Tindak Pidana Penelantaran Anak Yang pelakunya sdr Muhammad Tahufan
dahlan alis Opan, yang dilakukan peneganan yang begitu baik sesuai prosedur
Hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak
yang berlaku,bawah tersangka uda memenuhi unsur tindak pidana yang di atur
dalam Pasal 76 B jo 77 B undang-undang No 23 Tahun 2002, tapi perkara ini
tidak terselesai karna Jaksa beraggapan bahwa perkara tindak pidana penelantaran
anak ini tidak memenuhi unsur pidana cuma bisa di proses ke jalur perdata saja
sampe tidak bisa melakukan proses penyedikan selanjutnya perkara ini terhenti
karna Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Kabupaten
Halmahera Selatan yang berbeda pendapat, bahwa terdapat faktor-faktor yang
menghambat penegakan hukum, faktor penegakan Hukum itu sendiri dari pihak
Jaksa Penunut Umum, faktor fasilitas yang begitu belum cukup untuk melakukan
sosialisasi di masyarakat. Faktor masyarakat yang banyak kurang melakukan kerja
sama dengan pihak kepolisiandan selalu melakukan pelanggaran hukum.

KATA KUNCI : Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak.



